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12,4 JUTA PEKERJATERIMA BSU

56.000 Pengaduan Belum Ditindaklanjuti

Dari jumlah pengaduan itu, menurut-

nya, tinggal 56.000 pengaduan yang

belum ditindaklanjuti. ÒJika kita lihat 55

persen pengaduan karena tidak terima,

jangan-jangan mereka ini belum terdaf-

tar di BPJS Ketenagakerjaan atau kare-

na ini disalurkan perbatch harus sabar,

sedangkan 15 persen baru bertanya

persyaratannya apa untuk mendapat

subsidi upah,Ó kata Pahala di Jakarta,

Jumat (2/10).

Ia mengatakan itu saat konferensi

pers bersama Wakil Ketua KPK Nurul

Ghufron, Menaker Ida Fauziyah dan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

(BP Jamsostek) Agus Susanto menge-

nai tindaklanjut rekomendasi KPK ter-

hadap Program BSU. Pahala menyebut-

kan, KPK merekomendasikan tiga hal

dalam program tersebut.

Dijelaskan, KPK melihat dalam pro-

gram seperti ini data harus valid, supaya

data harus berbasis Nomor Induk

Kependudukan (NIK) supaya terjamin

orangnya ada. ÒSelain itu, pada saat

yang sama bisa dikroscek ke data lain

seperti BPJS, Kartu Pra Kerja atau data

yang terkait Data Terpadu Kesejah-

teraan Sosial (DTKS) dan terakhir kros

cek ke Ditjen Pajak,Ó tutur Pahala.

Menurutnya, hal itu penting karena kri-

teria penerima BSU adalah pekerja de-

ngan gaji di bawah Rp 5 juta. ÒPadahal

kita tahu perusahaan yang memberikan

data juga melaporkan PPh 21 setiap pe-

gawai yang punya penghasilan. Kami

ingin mengamankan saja karena basis

program ini NIK jadi dicek ke pajak,Ó

katanya.

Dikatakan, syarat penerima BSU

adalah WNI yang dibuktikan kepemilikan

NIK, terdaftar sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan dan aktif membayar iu-

ran sampai Juni 2020, mendapat gaji/

upah di bawah Rp 5 juta serta memiliki

rekening bank aktif. 

Ida Fauziyah mengatakan, Pemerin-

tah sudah menyalurkan dana Rp 14,88

triliun untuk 12,4 juta pekerja penerima

BSU. Data terakhir yang diberikan BP

Jamsostek dari 15,7 juta pekerja ternya-

ta jadi 12,48 juta pekerja, jadi ada selisih

dari target awal karena sudah dilakukan

validasi oleh BP Jamsostek. Bantuan

diberikan dalam bentuk uang Rp 600.00

perbulan selama empat bulan yaitu

Agustus-Desember 2020.             (Ful)-f

JAKARTA (KR) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyatakan, Pemerintah sudah menyalurkan dana
Rp 14,88 triliun untuk 12,4 juta pekerja penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU). Terkait hal ini, Deputi Pencegahan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyata-
kan, sampai 29 September 2020 ada 167.314 pengaduan un-
tuk Kemenaker terkait BSU.

HADAPI ADAPTASI KEBIASAAN BARU SESUAI KEMAMPUAN

Ponpes di DIY Jangan Gegabah Datangkan Santri
YOGYA (KR) - Munculnya

kasus santri pondok pesantren

(ponpes) di DIY yang terpapar

virus Korona menimbulkan

goncangan tersendiri. Sebab

institusi pendidikan, salah satu-

nya ponpes termasuk yang pa-

ling terdampak dan rawan ter-

jadinya pandemi Covid-19.

Kasus penyebaran Covid-19 di

salah satu ponpes di Sleman

belum lama ini seharusnya

menjadi pembelajaran bersa-

ma semua pihak agar lebih

waspada dan berhati-hati.

Pihak ponpes di DIY sendiri

menyimpulkan tidak bisa gegabah menda-

tangkan santri ke pesantren dalam mengha-

dapi pandemi Covid-19 tersebut.

ÒKami telah mendapatkan izin menyeleng-

garakan pembelajaran tatap muka kepada

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY dan

arahan dari Gubernur DIY. Kami pun sudah

memastikan kesiapan ponpes yang luar biasa

guna membuka pembelajaran tatap muka

bersama Kantor Wilayah Kementerian

Agama (Kanwil Kemenag) DIY dengan

melakukan tinjauan langsung sebelumnya.

Dari 230-an ponpes di DIY, didapatkan 30

ponpes yang layak dan telah mempunyai

Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Pesantren,Ó ujar Ketua Rabithah MaÕahidil

Islamiyah (RMI) DIY KH Fairuzi Afiq Dalhar

dalam Editorial KR dipandu Wapemred KR

Ahmad Luthfie di channel Youtube

Kedaulatan Rakyat TV.

Pengasuh Ponpes Nurussalam Putri Al-

Munawwir Krapyak yang disapa Gus Uzi ini

menyampaikan sebanyak 30

ponpes di DIY yang dinyata-

kan siap dan layak menye-

lenggarakan pembelajaran lu-

ar jaringan (luring) dinilai telah

memenuhi sarana dan

prasarana atau fasilitas sesuai

protokol kesehatan pen-

cegahan Covid-19 yang diper-

syaratkan di lingkungan pon-

pes. Antara lain mempunyai

tempat karantina tersendiri

yang lebar, menyediakan tem-

pat cuci tangan, mempunyai

ruang pemeriksaan, me-

misahkan pintu masuk dan

keluar hingga penyesuaian kapasitas kamar

santri yang bervariatif.                   

Sementara itu, Dinas Kesehatan Sleman

masih melakukan tracing terhadap kssus

positif Covid-19 di lingkungan pondok pe-

santren (ponpes). Hingga Jumat (2/10) dari

hasil tracing ada penambahan 14 kasus baru

yang dinyatakan positif Covid-19. Hingga saat

ini jumlah kasus positif di lingkungan ponpes

sebanyak 62 kasus. Jumlah tersebut meru-

pakan 55 dari ponpes di wilayah Ngaglik, 1

kasus di ponpes wilayah Ngaglik lain, serta 6

kasus di ponpes wilayah Prambanan. 

Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko

Hastaryo menerangkan, untuk hasil pemerik-

saan swab per hari Jumat (2/10) belum kelu-

ar. Namun hasil pemeriksaan per Kamis

(1/10) kemarin ada penambahan kasus seba-

nyak 14.  Saat ini pihak Dinkes masih melan-

jutkan proses tracing terhadap santri yang

melakukan kontak erat yang berada di ling-

kungan masing-masing ponpes. (Ira/Aha)-d

ÒSaya tidak mau terlalu be-

rasumsi Korona sangat

membahayakan, yang bisa

menyebabkan masyarakat

kecil takut keluar rumah un-

tuk mencari sesuap nasi dan

kelaparan. Saya tidak mau

hal tersebut terjadi. Hal yang

paling penting menerapkan

protokol kesehatan dalam

konteks kita beradaptasi de-

ngan Korona,Ó ujarnya. 

Sekda DIY Drs K Baskara

Aji menerangkan, micro lock-

down itu membatasi akses

keluar masuk kampung untuk

menghambat penyebaran

Covid-19. Dengan adanya

model ini, perangkat di level

bawah seperti RT atau RW

bisa lebih optimal dalam

melakukan pengawasan ter-

hadap warganya.

ÒModel micro lockdown

yang diterapkan di DIY se-

laras dengan kebijakan na-

sional yang diambil pemerin-

tah pusat. Jadi sejak awal

Pemda DIY tidak pernah ada

rencana melakukan PSBB.

Dalam penerapan ini, selain

membatasi akses keluar ma-

suk kampung, di DIY juga

tidak ada pembelajaran tatap

muka bagi anak sekolah se-

mua itu dilakukan untuk

mencegah penularan,Ó papar

Sekda.

Baskara Aji mengungkap-

kan, selain beberapa hal di

atas, sejumlah upaya terus

dilakukan Pemda DIY untuk

mencegah penularan Covid-

19. Salah satunya bagi kan-

tor yang tidak mungkin di-

lakukan jaga jarak dibuat

WFH. Begitu pula untuk tem-

pat wisata dibatasi jumlah

pengunjungnya untuk meng-

hindari terjadinya kerumunan

yang bisa berpotensi memicu

terjadinya penularan.

Sebetulnya sejak awal

pandemi Covid-19, menurut

Baskara Aji, secara tidak

langsung DIY sudah mene-

rapkan micro lockdown. Se-

andainya kemudian ada atur-

an yang mengatur secara

khusus sekadar menguatkan

saja. Meski begitu adanya

apresiasi dari Kepala Staf

Kepresidenan Moeldoko, hal

ini menjadi motivasi agar

lebih baik lagi. 

Sementara itu, selain ber-

temu Sultan, Moeldoko juga

bersilaturahim dengan PP

Muhammadiyah di Grha

Suara Muhammadiyah, Ju-

mat sore. Moeldoko ditemui

Ketua PP Muhammadiyah

Haedar Nashir.

Dalam kesempatan itu,

Moeldoko menyampaikan

apresiasi kepada Muham-

madiyah atas segala langkah

penanganan Covid-19 yang

melakukan pencegahan de-

ngan sangat masif, bergerak

sangat luar biasa dan teror-

ganisir. Bahkan Muham-

madiyah dengan  89 rumah

sakit yang ikut terlibat secara

aktif dalam penanganan

Covid-19, beserta seluruh te-

naga kesehatannya.               

(Dev/Ria/Fsy)-f

Dokter yang merawat Presiden

Trump, Dr Sean P Conley mengatakan,

Presiden Trump dan Ibu Negara memili-

ki keadaan yang baik dan mereka

berencana untuk tinggal di rumah di

Gedung Putih selama masa penyem-

buhan.

ÒSaya dan tim medis Gedung Putih

akan terus berjaga-jaga dan saya meng-

hargai dukungan yang diberikan bebera-

pa profesional dan institusi medis terhe-

bat di negara kita. Yakinlah, saya

berharap Presiden terus menjalankan

tugasnya tanpa gangguan selama pe-

mulihan, dan saya akan terus menga-

bari Anda tentang perkembangan masa

depan,Ó tulis Dr Conley dalam surat kete-

rangan yang diterima wartawan, seba-

gaimana dikutip dari CNN oleh KR,

Jumat (2/10).

Setelah mengumumkan diagnosis

Presiden, Gedung Putih mengeluarkan

jadwal baru untuk hari berikutnya, terma-

suk penggalangan dana di Washington

dan kampanye di Florida.

Sebelumnya, Trump mengikuti agen-

da debat pemilihan presiden di Cleve-

land Ohio, Selasa (29/9). Ia berdebat de-

ngan Joe Biden yang merupakan

pesaingnya di pilpres kali ini. Pada ke-

sempatan tersebut, Trump sempat

menyinggung Biden yang kerap meng-

gunakan masker. 

ÒSaya kira masker itu oke-oke saja.

Saya pakai masker jika itu dibutuhkan.

Saya tidak menggunakan masker seperti

dia (Biden). Setiap kali kalian melihatnya,

dia pasti pakai masker. Dia bisa ber-

bicara dari jarak 200 kaki dan dia tampil

menggunakan masker terbesar yang

pernah saya lihat,Ó ucapnya saat itu. 

(R-1)-d
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Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT), Perjanjian Kerja Waktu

Tidak Tertentu (PKWTT), alih daya

(outsourcing), upah, dan sebagainya. 

Pemerintah berkeyakinan, pem-

bentukan RUU Cipta Kerja dengan

metode omnibus law ini mampu me-

ningkatkan investasi di Indonesia

yang bertujuan untuk meningkatkan

perekonomian di Indonesia. Hanya,

pemerintah tidak boleh melupakan

bahwasanya regulasi di Indonesia di-

susun dengan mengimplementasi-

kan nilai-nilai Pancasila di dalamnya

yang merupakan dasar falsafah ne-

gara (philosofische grondslag). Ter-

masuk dalam bidang ketenagaker-

jaan Indonesia.

Hubungan Industrial Indonesia

yang merupakan ruh  ketenagakerja-

an di Indonesia sejatinya berjalan

berlandaskan Pancasila. Ada nilai-ni-

lai Pancasila yang terkandung dan di-

implementasikan dalam regulasi ke-

tenagakerjaan Indonesia. 

Sila pertama Pancasila diimple-

mentasikan dalam UUK tentang la-

rangan melakukan PHK ketika peker-

ja sedang melaksanakan kewajiban

agama menurut agama dan keyakin-

an masing-masing. Sila kedua Pan-

casila, sebagaimana tergambar da-

lam UUK bahwasanya kedudukan

pekerja laki-laki dan perempuan ada-

lah sama. Tidak ada pembedaan hak

bagi pekerja laki-laki dan perempuan.

Sila ketiga Pancasila, Persatuan

Indonesia diimplementasikan dalam

UUK pada norma larangan PHK bagi

pekerja yang memiliki perbedaan

suku dengan pemberi kerja. 

Selanjutnya, sila keempat Pan-

casila menggambarkan bahwasanya

pembentukan UUK dilakukan  lemba-

ga legislatif sebagai wakil rakyat dan

mengakomodasi kepentingan pihak-

pihak dalam hubungan industrial, ya-

itu pemerintah, pemberi kerja dan

pekerja.  Jaminan sosial sebagaima-

na yang diamanatkan oleh UUD 1945

merupakan perwujudan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial di Indonesia lahir dengan latar

belakang untuk mampu menyeleng-

garakan jaminan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia tanpa terkecuali, ter-

masuk pekerja. 

Founding fathers mencitakan

Pancasila sebagai penawar atas se-

gala permasalahan bangsa. Namun

hal ini tidak diimplementasikan de-

ngan baik dalam omnibus law RUU

Cipta Kerja. Dalam bidang ketena-

gakerjaan terdapat penurunan nilai

kesejahteraan bagi pekerja. Hak be-

kerja bagi warga negara sebagaima-

na tercantum dalam Pasal 27 ayat (2)

UUD 1945 mengalami penurunan

dalam hal penghapusan jenis pekerja

tetap menjadi pekerja kontrak untuk

keseluruhan. Selain itu, alih daya bu-

kan lagi untuk jenis pekerjaan non-

core melainkan diperbolehkan untuk

segala jenis pekerjaan.

Ketidakadilan  akan terjadi man-

akala RUU Cipta Kerja disahkan

yang memuat penghapusan Upah

Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

menjadi Upah Minimum Provinsi

(UMP) yang notabene besaran UMP

lebih kecil dari UMK. Saat ini diber-

lakukannya UMK tidak menjamin

pemberi kerja taat untuk melaksana-

kannya, lalu bagaimana jika ada

penghapusan? Bagaimana bentuk

keadilan bagi pekerja yang telah me-

laksanakan kewajibannya?

Degradasi nilai kesejahteraan bagi

pekerja di Indonesia yang sangat ter-

lihat jelas dalam RUU Cipta Kerja

menggambarkan adanya pengesam-

pingan nilai-nilai Pancasila sebagai-

mana yang dicitakan founding

fathers. Hubungan Industrial yang

terjalin antara pemerintah, pemberi

kerja dan pekerja sejatinya harus ber-

jalan secara harmonis. Pemberi kerja

dan pekerja dapat mengimpelmen-

tasikannya dengan melaksanakan

hak dan kewajiban masing-masing

dengan fair dan baik. Pemerintah da-

pat mewujudkannya dengan mem-

buat kebijakan yang tidak berat sebe-

lah. Menjadikan Pancasila sebagai

pakem utama tanpa meninggalkan

satu nilai apapun dari Pancasila.

Menjaga bersama Pancasila, demi

keutuhan bangsa.

(Penulis adalah Pengajar Hukum

Ketenagakerjaan Fakultas 

Hukum UII)-d

Kemenhub Ahmad Yani didampingi Plt

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)

DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti dan

Ketua DPD Organda DIY V Hantoro ke-

pada KR usai uji coba Teman Bus Trans

Jogja Koridor Terminal Ngabean-Taman

Kuliner Godean, Jumat (2/10).

Ahmad menyampaikan, program ini

merupakan bagian layanan publik yang

diberikan Pemerintah termasuk moda

transportasi umum bagi wisatawan khu-

susnya di DIY yang merupakan salah

satu destinasi wisata unggulan Tanah

Air. Penyelenggaraan angkutan umum

saat ini harus mampu beradaptasi de-

ngan kebiasaan baru dan memenuhi ke-

sesuaian protokol kesehatan dampak

dari adanya pandemi Covid-19.

ÒTiga koridor yang dilalui Teman Bus

Trans Jogja ini sementara tidak dipungut

biaya alias gratis hingga akhir tahun. Se-

luruh penumpang wajib memakai mas-

ker, di pintu masuk bus disediakan me-

sin untuk pembayaran nontunai, hand

sanitizer serta tanda silang di tempat

duduk untuk jaga jarak fisik penum-

pang,Ó jelasnya.

Kepala Bidang Angkutan Dishub DIY

Sumariyoto menjelaskan, kehadiran

Teman Bus Trans Jogja dari Kemenhub

dengan 44 bus di tiga koridor baru itu ter-

diri Koridor Terminal Ngabean-Taman

Kuliner Godean, Koridor Bandara Adi-

sutjipto-Terminal Pakem, dan Koridor

Terminal Condongcatur-UGM-Terminal

Pakem. Fasilitas itu semakin melengkapi

angkutan perkotaan di 25 kecamatan di

DIY. Angkutan perkotaan di DIY sudah

dilayani Trans Jogja sebanyak 17 jalur

dengan mengoperasikan 75 bus, dari to-

tal 128 armada.

ÒSesuai Surat Edaran (SE) Menteri

Perhubungan (Menhub), kapasitas pe-

numpang maksimal 70 persen guna

menjaga jarak fisik antarpenumpang.

Kita usahakan seluruh armada angkutan

perkotaan sudah sesuai standar opera-

sional prosedur (SOP) dan selalu mem-

perketat protokol kesehatan pencegah-

an Covid-19,Ó jelas Sumariyoto yang

akrab disapa Pak Oyot.

Direktur Utama PT Jogja Tugu Trans

(JTT) Agus Andrianto menambahkan, pi-

haknya selaku operator sedang berpro-

ses untuk memenuhi 44 armada Teman

Bus Trans Jogja sesuai adaptasi kebia-

saan baru. Maksimal awal November

2020 tiga koridor sudah beroperasional

semua. ÒKami juga melakukan penyem-

protan disinfektan untuk sterilisasi ken-

daraan dan pengecekan kesehatan juru

mudi maupun pramugara sejak di pool,Ó

kata Agus. (Ira)-d
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